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KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2002

NOMOR 3 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 7 TAHUN 2002
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DENGAN RAHMAT TUHAN 'YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGGAI,

. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka pemberian
izin pergudangan telah menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten ;

. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran

distribusi  barang agar dapat m_emenuhi
kebutuhan konsumen, perlu dilakukan
pembinaan dan pengawasan pergudangan;

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b,

perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I di
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 )

-
2

- Undang - undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perubahan Undang - undang Nomor 2 Tahun
1960 tentang Pergudangan ( Lembaran Negara
Tahun 1962 Nomor 31 ) menjadi Undang — undang
( Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759 ) ;

. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 ) ;

. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848 ) ;
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entang?Re ibusi Da
Tahun 2001 Nomor
Negara Nomor 4139);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai N T
Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabt p

Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Sen !
Nomor 13 ) .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYA’!" DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERGUDANGAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banggai ;
2. Pemerintah Daerah adal erta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai I A
3. Bupati adalah Bupati Banggai ;
4. Dewan Perwakilan R
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Banggai
sebagai Badan Legislatif Daerah ; :
S. Badan adalah sekumpulan o
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pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untt

mendukung / memperlancar kegiatan p‘erdagangan barang ; .

Izin usaha iérgudaﬁgan adalah izin yang diberikan oleh Pemenntgh

Daerah kepada perusahaan atau perseorangan yang mempunyai /

melakukan kegiatan jasa dibidang usaha pergudanggn ; :

11. Retribusi Izin Usaha Pergudangan adalah retribusi yang dipungut
pada saat pemberian izin usaha pergudangan kepada perusahaan

atau perseorangan yang melakukan kegiatan jasa dibidang usaha .
pergudangan ;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan Perundang - u

ndangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu ;

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusj unt j

10.

13.

14. Surat Pendaftaran Obj

15. Surat- Ketetapan Reti]

16.

ah  Surat Ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribysj yang telah ditetapkan
17. Surat Ketetapan Retribys;j Daerah Lebih ayar yan
SKRDLB adalah

ut
Pl ang atau tidak seharusnya
18. Surat Tagihan Retribys; Daerah yang dapat disin
Surat y '

ntuk melakukan tagih
administragj beru

19. Penyidikan tindak
Serangkaian tindakan
Sipil, yang selanjutnya disebut Penvyig;

enyid
Mengumpulkan hykt; “ 'lk e
Pidana dibig
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dalam ayat (1) ditetapkan dengan

Pasal 3

4 i Y
[zin usaha pergudangan dapat dicabut apabila :

a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yan
dilampirkan sew
b.

aktu mengajukan permohonan izin.

Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam
izin ini.

. Pemegang izin melakukan perubahan lokasi dan perluasan usaha
tanpa persetujuan pemberi izin.

Pemegang izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak
langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, dan
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

€. Pemegang izin tidak memberikan pelaporan maupun memiyerikan
laporan palsu tentang

kegiatan dan perkembangan usahanya.
Pemegang izin selama 12 ( dua belas

) hulan berturut-turut tidak
melakukan kegiatan usahanya,
g Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembalj
kepada pemberi izin.

Terjadi perubahan Pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin,

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

ah pelayanan yang diberikan atas izin usaha
pergudangan, :
(2) Tidak termasuk objek Retribusi |

a. Gudang yang diperguna_kan

zin Usaha Pergudangan
sendiri dan tid

adalah :
untuk menyimpan barang keperluan
ak untuk diperdagangkan !
b. Gudang yang melekat dengan kawasan industri ;
¢. Gudang yang terletak dalam

otorita pelabuhan J
d. Gudang yang terletak di kawasan berikat,
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Retribusi Izin Usaha Pergudangan digolongkan sebagai

Perizinan Tertemy,

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8 ' |

Tingkat penggunaan Jasa izin usaha pergudangan diukur / dihitung
berdasarkan luag bangunan, ;

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(2)

a. Lu'qs gudang s/d 100 M2
b. Luas gudang diatag 100 M2 -

(i

Rp. 100.000,- / S tahun
vas gudang diatas S00 M2

Rp. 200.000,- / 5 tahun
Rp. 500.000,- / 5 tahun

500 M2

)
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as 100 M2 -
¢. Luas gudang diatas 500 M2

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11
Retribusi izin usaha pergudangan dipungut di wilayah Kabupaten
Banggai.
| BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah Jangka wakty yang lamanya 1 (satu) tahun,

Pasal 13

Saat retribys;j terutang adalah pada saat ducrbitkannya SKRD atay
dokumen lain yang dipersamakan

BAB x
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Hasil pPungutan re

tribusi sebagaimany dimaksud
disetor ke Kas Daerap, sud dalam ayat ()

g il
T e | T P s el al R
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Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar t
kurang membayar, dikenakan sanksi a@mm e
2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terut:
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat — lambatnya 15
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya menyetor ke
Kas Daerah.

(lima

BAB xaI1
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan

sebagai awal pelaksanaan penagihan ret

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo p
(2) Sejak jangka wakty 7 (tujuh)

peringatan 7 surai lain :
retribusi yangterutang,
Surat teguran sebagaiman
oleh pejabat yang ditunjuk,

/ surat lain yang sejenis
ribusi dikeluarkan segera
embayaran,

hari setelah tanggal surat teguran /
yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi
(3)

a dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan

BAB X1V
KADALUWARSA

Pasal 18




(1) Pejabat Pegawai Ne
Daerah diberi wewenang khusus seba
penyidikan tindak pidana dibidan
dimaksud dalam Undang - undang

Wewenang Penyid
a.

(2)

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

geri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
gai penyidik untuk melakukan

g retribusi daerah sebagaimana
Hukum Acara Pidana.

ik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah -
menerima, mencari men iti

' bidang retribysi
daerah ; :

- catatan dan dokumen-
tindak pidana dj bidang

ST LSRG o ’
retrisust daeralh j= T

melakukar-




KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya §ehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

(2) Tindak pidana seba
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

gaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

merupakan

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Segala ketentuan yang ber

. tentangan dengan Peraturan Daerah inj
dinyatakan tidak berlaky lagi

Pasal 22
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